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ABSTRAK

Pasca reformasi tahun 1998, terjadi perubahan sistem kenegaraan
Indonesia menjadi lebih terbuka. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung
banyak melahirkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas dan berhasil
membangun daerahnya. Namun dalam 10 tahun terakhir, pilkada langsung
melahirkan persoalan-persoalan baru seperti konflik-konflik sosial dalam
masyarakat, money politics disebabkan karena cost politics yang sangat tinggi
serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung.

Hal ini memicu DPR memutuskan bahwa Pilkada dikembalikan melalui
DPRD dengan disahkannya UU. No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota. Terjadi pro dan kontra kalangan masyaratakat, akademisi,
dan politikus. Oleh karena itu dinamika ini perlu dikaji. Bagaimana tinjauan
politik profetik terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara
langsung menjadi tidak langsung tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)
dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif analitik.
Penelitian ini menemukan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah
secara langsung menjadi tidak langsung lebih mencerminkan nilai-nilai politik
profetik (humanisasi, liberasi, dan transendensi). Konflik-konflik yang terjadi
dalam pelaksanaan pilkada langsung yang menyebabkan tercorengnya nilai
humanisasi bisa terhindarkan karena masyarakat tidak memilih secara langsung.
Begitu juga dengan praktik kecurangan seperti money politics yang disebabkan
oleh costpolitics yang tinggi bisa diminimalisir. Sehingga semua itu bertujuan
untuk menghadirkan nilai-nilai transendensi dalam setiap aktivitas kehidupan
manusia yang rahmatan [il ‘alamin.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, dan Politik Profetik
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A. Konsonan Huruf Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
] alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
<y ta’ T Te
& sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha
K dal D De
A zal Z Set (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J' zai Z Zet
o sin S Es
U':‘:‘ syin Sy Es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
U.a dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
I za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ain i koma terbalik di atas
'& gain G -
I fa’ F -
a3 qaf Q -
3 kaf K -
d lam L -




Apostrof

G |* | ¥ |6 (C M
]
Z
[t

= | z| £

ya’ Y -

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

daaaal ditulis Ahmadiyyah

. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
delaa ditulis jama’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

9\:‘;}\1‘ 3\.;\)5 ditulis karamatul-auliya’

. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.
Vokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, nasing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya
Vokal-Vokal Rangkap
1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
(‘;S.\.u/ ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

J2  ditulis Qaul

vi




G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan
Apostrof (‘)
Al ditulis A antum
Cu%a  ditulis My annas
H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

~ R0
o e

Ol Al ditulis AL-Qur’an
U‘“USM ditulis A/-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

el ditulis As-sama’
ua;«-ﬂ‘ ditulis Asy-syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD
J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya
A - )
Al s ditulis Zawi al-furid
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

aull Jal ditulis ah/ as-Sunnah

ALY Aok ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

vil



MOTTO
“Ramu Adatah Umar Terbaik Yang Dikadokan Untub WManusca,

Wenyanih Repada Ma v, dan Mencegat Dari Yang Manglar,
dan Berviman Repada +Hlak”
{2.8 A “Tmnan [5]: 110}

Gelead Umtuk Fidup, Bukan Yihad Untul Mati, dan Mencbarkan
Redamaian Bagi Sesama Manusia
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem
demokrasi sebagai sistem politik dan ketatanegaraannya. Sistem demokrasi
dianggap paling ideal untuk diterapkan di negara modern.' Dalam sistem
demokrasi, masyarakat memiliki peran yang besar dalam menentukan arah dan
tujuan negara2 karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Negara
(pemerintah) bertugas melayani kepentingan-kepentingan 1rakyat.3

Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada
berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses
informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang
sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka.*
Sebelumnya ketika rezim orde baru masih berkuasa, kekuasaan masih berpusat
pada satu orang yaitu Presiden Soeharto. Akses informasi publik masyarakat
masih terbatas. Pemerintahan pada zaman Orde baru tidak memberikan ruang
kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Pada Tahun 2004 terjadi perkembangan menarik tentang pelaksanaan

pemilihan Presiden. Setelah UUD 1945 diamandemen, Presiden dan Wakil

! Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-6, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2011), him. 241.

2 Meriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, cet. ke-3, (Jakarta: PT Gramedia, 1980),
hlm. 32

3 Ibid., hlm. 162.

* Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru),
cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.



Presiden dipilih secara langsung oleh 1rakyat.5 Sebelumnya Presiden dan Wakil
Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara
terbanyak.® Pada tahun 2005 kemajuan demokrasi semakin terlihat, di mana setiap
Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih secara langsung oleh
rakyat.” Masyarakat bisa menentukan pemimpin pilihannya setelah KPUD
menetapkan calon pasangan Kepala Daerah yang akan bersaing dalam PILKADA.

Pilkada langsung digagas sejak tahun 2004 sebagai bentuk koreksi
terhadap sistem pemerintahan pada orde baru yang bersifat sentralistik yang
berdampak pada banyaknya kalangan birokrat yang korup. Masyarakat tidak bisa
menikmati pembanguan yang merata meskipun daerahnya memiliki potensi
kekayaan Sumber Daya Alam, tetapi lebih banyak dikorupsi oleh pejabat dan
DPRD di daerah mereka akibat pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Terbukti,
banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD karena melakukan
pemerasan kepada kepala daerah yang mereka pilih atau karena transaksi suap
untuk melancarkan kebijakan dan program di daerah karena harus melalui
persetujuan oleh DPRD.

Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah sebagai legitimasi konstitusional pilkada langsung.
Selama 10 tahun pemilihan kepala daerah secara langsung diterapkan, banyak

melahirkan kepala daerah yang cerdas, berintegritas dan berhasil membangun dan

> Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen Ketiga.

% Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum
Amandemen.

7 Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



membawa perubahan bagi daerah yang dipimpinnya. Menurut sebagian kalangan,
Pilkada secara langsung memiliki dampak negatif yang lebih besar. Faktanya
ditemukan banyak kecurangan yang terjadi dalam setiap Pilkada seperti money
politics, “serangan fajar,” dan peluang terjadinya korupsi kepala daerah semakin
meningkat.

Konflik antara para pendukung pasangan yang tidak /egawa menerima
kekalahan. Dampaknya terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dengan
pendukung pasangan yang kalah yang berujung pada pengerusakan fasilitas
umum dan banyak menimbulkan korban jiwa.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga
Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil
kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Selain itu, dampak konflik fisik
horizontal dan vertikal dengan pihak keamanan sejauh ini mengakibatkan 70
orang tewas dalam sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan usai pilkada langsung
sejak 2005.° Fakta ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip politik profetik
yang berusaha memelihara nilai-nilai kemanusian dan berusaha untuk
membebaskan manusia dari ketergantungan terhadap materi dan mengadirkan
nila-nilai transendental dalam semua aspek kehidupan manusia agar saling
menghargai satu sama lain.

Pada tahun 2011 pemerintah mengusulkan kepada DPR supaya pemilihan

¥ http://www.kemendagri.go.id, akses 27 Februari 2014.



kepala daerah dikembalikan lagi melalui DPRD.” Namun usulan itu ditolak oleh
DPR dengan alasan bahwa itu merupakan penghianatan terhadap konstitusi dan
akan merugikan hak-hak politik masyarakat untuk berperan aktif dalam proses
demokrasi. Usulan tentang pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui
DPRD seolah lenyap tidak berbekas.

Namun pasca pemilihan Presiden Tahun 2014, wacana pengembalian
sistem PILKADA melalui DPRD kembali dibahas oleh DPR dalam sidang
paripurna. Pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa PILKADA
dikembalikan lagi melalui DPRD dengan disahkannya Undang-Undang No. 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sehingga
undang-undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak
berlaku lagi karena sudah di “nasakh ”oleh UU. No. 22 Tahun 2014.

Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra
di kalangan masyarakat, praktisi, dan akdemisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan
(2) menegaskaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota
DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang
pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Maka
penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari

sudut pandang politik profetik.

® Ramlo R Hutabarat, “Dari Pemilukada Ke Pilkada, Sejarah Demokrasi Indonesia,”
http://www.hetanews.com/article/3674/dari-pemilukada-ke-pilkada-sejarah-demokrasi-indonesia,
akses 20 November 2014.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, pokok masalah pada
penelitian ini adalah bagaimana tinjauan politik profetik terhadap perubahan
sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi tidak langsung?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang
apakah perubahan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat
menjadi sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung (pemilihan melalui
DPRD) mencerminkan nilai-nilai politik profetik.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan
kontribusi pemikiran politik bagi masyarakat Indonesia dalam merespon
perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Sedangkan secara praktisnya
penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memberikan
pertimbangan politik dalam melihat perubahan sistem pemilihan kepala daerah
sehingga masyarakat tidak serta merta merasa hak politiknya dibatasi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik
membahas tentang pilkada tidak langsung dalam perspektif politik profetik.
Padahal isu tentang perubahan kembali sistem pilkada langsung menjadi tidak
langsung sudah lama berkembang dan mencapai puncaknya ketika rapat paripurna
DPR pada tanggal 24 September 2014 yang mengesahkan UU No. 22 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal 3 ayat (1) dan

(2) menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota



DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.” Kemudian
undang-undang ini resmi diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 kemudian
dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
243.

Ada skripsi yang disusun oleh Egi Prayogi yang berjudul “Sistem
Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Figih Siyasah (Studi Pasal 24 Undang-
Undang No 32 Tahun 2004),” penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-
normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa
pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dari segi subtansinya sudah
sesuai dengan figih siyasah meskipun secara teknis masih terdapat perbedaan,
karena harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada demi tercapainya
kemaslahatan umat.'’

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Goverenance,” penelitian
ini merupakan penelitian lapangan dengan menlakukan pengamatan, observasi
secara langsung terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten
Lombok Timur tahun 2013. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian
pustaka dengan mengkaji berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan mendeskripsikan permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Lombok Timur tahun 2013.

' Egi Prayogi, “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Figih Siyasah (Studi Pasal
24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2005).



Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pilkada di
Lombok Timur tahun 2014 sangat kompleks dan dibagi berdasarkan tahapan-
tahapan pelaksanaan yang masing-masing ditentukan mekanisme dan
prosedurnya. Secara umum tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Lombok Timur
tahun 2013 meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan
penyelesaian. Tindakan yang dilakukan oleh KPUD dan Panwaslu dalam
mengendalikan pelanggaran Pilkada yang tidak sesuai dengan asas pemilu, tidak
sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu karena
dalam pelaksanaannya penyelenggara melakukan pelanggaran secara sistematis
terstruktur dan masif yang berakibat pada pelanggaran terhadap asa-asas umum
pemerintahan yang baik (good goveremmce).11

Farid Mustofa, dalam penelitiannya tentang Mekanisme Pemilihan
Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi, penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dimana
mengambil Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat penelitian, pengumpulan
data dan informasi dari responden. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah
mekanisme pemilihan kepala daerah di DIY sudah sesuai dengan sistem
demokrasi dikarenakan Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang
menjadikan permusyaratan sebagai hal utama dalam menentukan pimpinan untuk
rakyat sesuai dengan sila ke 4 yang isinya “Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan pancasila” serta di dalam UUD 1945

"' Abdul Kadir Jaelani, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2013 Perspektif Good Goverenance”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin
Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2014).



ayat 18B (1) telah dijelaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”. Mengacu pada
UU No. 13 Tahun 2012 Hal yang membedakan dalam mekanisme pemilihan
kepala daerah dengan daerah lainnya adalah tidak adanya pemilihan kepala daerah
dikarenakan di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sistem penetapan serta
jabatan kepala daerah hanya dapat dijabat oleh keturunan Sultan Hamengku
Buwono sedangkan wakil kepala daerah hanya bisa dijabat oleh keturunan Raden
Paku Alam."

Ahmad Khoiru Mutho’in meniliti tentang “Syarat-Syarat Pemilih dalam
Pilkada (Perspektif Figih Siyasah),” jenis penelitian ini adalah studi pustaka
(library research) dan bersifat deskriptif-analitik, menyimpulkan bahwa syarat-
syarat pemilih dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah. Kesuaian itu
dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada
mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemilihan pemimpin. Kedua,
bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan
tertentu bagi seseorang untuk memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang
berkualitas. Ketiga, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada memfasilitasi
penggunaan hak pilih setiap individu, antara lain lewat ketentuan yang

mengharuskan adanya pendaftaran pemilih oleh petugas dan ketentuan yang

2 Farid Mustofa, “Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa
Yogyakarta Perspektif Demokrasi,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ,
(Tahun 2013).



mebolehkan seseorang memilih di tempat tinggalnya. 13

Suyanto juga meneliti tentang “Pemilih Pemula di Desa Karangsari
Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Dalam Pilkada 2012 Menurut Politik Islam,”
penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti tingkat
partisipasi politik pemilih pemula di Desa Karangsari pada Pilkada Pati tahun
2012. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Dari hasil
penelitian ini suyanto menemukan bahwa pemilih pemula di desa Karangsari lebih
cenderung pada money politic. Ditemukan sekitar 29% dari 40 responden pemilih
pemula memilih kandidat yang memberikan uang kepada mereka. Sedangkan
yang memilih kandidat tanpa diberikan uang adalah 11%."

Mahmud Adnan dalam penelitiannya tentang “Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen
Tahun 2006),” menyebutkan bahwa perseteruan elit lokal pada Pilkada di
Kabupaten Sragen tahun 2006 lalu menunjukkan bahwa, pertama, faktor
kepentingan pribadi para elit (lokal/agama) karena merasa kurang diperhatikan
kesejahteraan hidupnya yang mengakibatkan makna pilkada sebagai proses
pendewasaan politik daerah sedikit tercederai. Kedua, keinginan proses

pelaksanaan pilkada secara adil, jujur, tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan

" Ahmad Khoiru Mutho’in, “Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada (Perspektif Figih
Siyasah),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (Tahun 2009).

" Suyanto, “Pemilih Pemula di Desa Karangsari Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
Dalam Pilkada 2012 Menurut Politik Islam,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2014).
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pilkada tidak bisa berjalan seperti idealnya.15

Berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan difokuskan
pada bagaimana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
menjadi tidak langsung yang termuat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Perspektif Politik
Profetik.
E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah
teori politik profetik untuk menganalisa perubahan sistem pemilihan Kepala
Daerah dari terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 22 Tahun 2014 Tentan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Politik Profetik

Istilah profetik merupakan derivasi dari kata prophet. Dalam kamus
Besar Bahasa Indonesia, profetik artinya bersifat kenabian.'® Al-Ghazali
menjelaskan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material dan duniawi yang tidak
mungkin terpenuhi sendiri akan tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan diri
untuk kehidupan yang sejahtera di akhirat. Maka kewajiban untuk memilih

pemimpin idak berdasarkan rasio tapi berdasarkan keharusan agama.17

> Mahfud Adnan, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal
(Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006),” Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2007).

6 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 702.

7 Munawir Sjazali, Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), cet. ke-1,
(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),
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Dalam ilmu sosial profetik yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo, tidak
hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial tetapi juga memberi petunjuk
ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena
itulah ilmu sosial profetik tidak sekedar merubah demi perubahan, tetapi merubah
berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam kajian ilmu Politik Profetik
terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang
sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya,
yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi,'® suatu cita-cita profetik yang

tertuang dalam misi historis Islam diturunkan ke dunia. Firman Allah SWT:
DSl e Osedly Cag rall (5 el (ulll Can AT L) A S

O AL (sie s

Humanisasi adalah memanusiakan manusia. Saat ini kita sedang
mengalami proses dehumanisasi karena kita menjadi objektivasi ketika kita
berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Humanisasi
sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan,
jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep
humanisme politik profetik berakar pada humanisme teosentris. Karenanya,
humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep
transendensi (Tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya).

Politik profetik mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti

'® Muhammad Nur, “Rekonstruksi Epistemolgi Politik: dari Humanistik Ke Profetik”
dalam Jurnal Inright; Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (Tahun 2010), hlm. 21.

¥ Ali-Imran (3): 110.
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humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan
konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah
untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban
manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi
diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu
dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas
(agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).

Liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural,
keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.20 Liberasi dalam Ilmu politik
profetik sejalan dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori
ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja Ilmu politik profetik tidak
hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme.
Liberasi Ilmu politik profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari
pada nilai-nilai luhur transendental dan membebaskan dari nilai-nilai material.
Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran
teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam politik profetik dipahami dan didudukkan
dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk
membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan,
dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.

Sasaran liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka
dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan

yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi.

20 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi, dan Etika), edisi kedua,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 88.



13

Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak,
tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Sikap menghindar dari
yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.
Ilmu politik profetik menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem
pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu
manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang
merdeka dan mulia.

Transendensi bertujuan untuk menambahkan dimensi transendental*'
dalam kebudayaan. Kita harus membersihkan diri dengan mengingatkan kembali
dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan.
Sehinggga kita bisa merasakan bahwa dunia ini merupakan rahmat Tuhan.
Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi
arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan.
Transendensi dalam Ilmu Politik Profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai
bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik
transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdi pada
perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui
kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di
mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya, menuju kesadaran
transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran

manusia.

! Kata kerja franscend, yang artinya kata transendental diambil, berasal dari bahasa

Latin transcendere yang artinya memanjat di/ke atas. Dalam Webster’s New International
Dictionary pengertian transendental yang lebih relevan dalam konteks ini adalah “abstrak,
metafisis” dan “melampaui.” Ibid., hlm. 34.
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Sejarah Islam juga mencatat bagaimana perubahan sistem pemilihan
pemimpin. Sistem pemilihan yang terjadi pada masa Khulafaurrasyidun
merupakan awal dari sistem kontrak sosial dan baiat dalam Islam, selain itu juga
merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dan masyarakat
berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur’an, Sunnah (dan teladan para sahabat untuk
penguasa pasca Abu Bakar). Kenyataan pada waktu itu adalah sudah
berkembangnya sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari
beberapa daerah kekuasaan Islam, untuk melakukan musyawarah, sebagaimana
terjadi ketika pengangkatan Ali sebagai khalifah.”

Seorang yang dipilih menjadi imam atau kepala negara memiliki syarat.
Selain dari segi agama yang harus memenuhi syarat, terdapat budi pekerti yang
luhur, mengetahui sifat hidup manusiawi dan menjalankan tugas, dikenal baik
oleh rakyat dan diterima oleh mereka. Selain itu seorang pemimpin harus
mengedepankan aspek musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk
kebaikan bersama.*

Akan tetapi sistem pemilihan pemimpin yang dijalankan pada masa
Khulafaurrasyidun yang mengedepankan aspek musyawarah bertranformasi
menjadi sistem tunjuk-menunjuk oleh penguasa untuk menunjuk siapa yang
menjadi penggantinya menjadi khalifah. Pengangkatan Mu’awiyah bin Abu
Sufyan menjadi khalifah menjadi pertanda runtuhnya sistem kekhilafahan yang

digariskan Al-Qur’an serta dasar-dasar penerapan yang dibangun oleh Rasulullah

* Khairudin Yujah Sawiy, Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyikap Dinamika dan
Sejarah Politik Kaum Sunni), cet. ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 9.

2 Fuad Mohd. Fachruddin, Pemikiran Politik Islam, cet. ke-1, (Jakarta: CV Pedoman
IImu Jaya, 1988), him. 69.
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da dilaksanakan pada masa Khulafaurrasyidun. Artinya sistem musyawarah yang
mendasari pemilihan khalifah tidak dijalankan oleh Mu’wiyah.

Dalam Islam tidak ada nas yang secara tegas menyebutkan sistem
pemilihan pemimpin seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Namun
setidaknya Islam memberikan acuan dasar dalam melihat suatu permasalahan

yaitu kaidah ushul fikih sebagai berikut:

v Laall cala (e (Al anliall ¢ 50

Kaitannya dengan perubahan Pilkada langsung menjadi tidak
langsung kita bisa menjadikan kaidah ini sebagai sudut pandang dalam
melihat persoalan ini. Pilkada langsung lebih banyak menimbulkan mafsadah
dari pada maslahahnya. Sehingga perubahan pilkada langsung menjadi tidak
langsung bertujuan untuk mengurangi mafsadat yang ditimbulkan selama
pelaksanaan pilkada langsung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.” Dalam menjelaskan permasalahan di atas maka
penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

* Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah), cetke-1,
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 176.

¥ Secara umum tujuan penelitian ada tiga yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian
dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu merupakan data yang
betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh
itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan
tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lihat
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), cet. ke-
12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.
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Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan
melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara
menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang
nampak sebagaimana adanya26 kemudian dianalisis untuk mengungkapkan
makna-makna di balik fakta tersebut.”’
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif, karena fokus dari kajian ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan WaliKota.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan
menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah
dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik.

Data pada penelitian ini terdiri dari:
a. Data Primer terdiri dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
b. Data Sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan

politik Profetik dan sistem pemilihan pemimpin dalam Islam.

* Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, cet. ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1996), hlm. 73.

7 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya), cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 338.
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5. Analisis Data

Setelah data atau literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian
ini dikumpulkan, maka data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi
kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian
dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori politik profetik.
Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai profetik tersebut menjelaskan
tentang Pilkada tidak langsung ini. Dengan cara seperti ini, diharapkan
penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat
permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Skripsi ini maka, sistematika
penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini
ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi
penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap
tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang
digunakan. Bab Kedua membahas tentang pemilihan pemimpin dalam Islam dan
konsep politik profetik. Hal ini bertujuan untuk melihat mekanisme pemilihan
dalam Islam juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman.
Kemudian konsep politik profetik dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat

persoalan mekanisme pemilihan kepala daerah.
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Bab ketiga membahas tentang dinamika pemilihan Kepala Daerah di
Indonesia. Diawali dengan melihat bagaimana mekanisme pemilihan kepala
daerah sejak awal kemerdekaan sampai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahkan perdebatan tentang
mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sehingga dapat ditemukan
beberapa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Bab keempat
merupakan analisis tentang perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
secara tidak langsung melalui DPRD dengan menggunakan sudut pandang politik
Islam. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah
secara tidak langsung lebih mencerminkan nilai-nilai politik politik profetik yaitu:
humanisasi, liberasi, dan transendensi. Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap
analisis terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung
melalui DPRD lebih mencerminkan nilai-nilai profetik. Bab dua merupakan teori
yang digunakan dalam melihat persoalan mekanisme pemilihan kepala daerah
secara tidak langsung yang terdapat dalam bab tiga yang terdiri dari data tentang

pilkada tidak langsung, sehingga analisisnya terdapat dalam bab empat.



BAB YV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi
tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon
terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara
langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah
lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke
zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu
merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan
masyarakat untuk menentukan pemimpinya merupakan proses kemajuan
demokrasi.

Pilkada langsung merupakan bagian dari reformasi dimana masyarakat
ikut terlibat dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing. Pada era
sebelumnya masyarakat tidak ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Sejak
di sahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
legitimasi konstitusional pelaksanaan pilkada langsung. Pilkada langsung memang
memberikan dampak positif dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam
menentukan kepala daerahnya, sehingga dalam 10 tahun terakhir banyak
bermunculan kepala daerah yang memiliki integritas, cerdas, dan berhasil

membangun daerahnya.
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Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pilkada langsung
menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih rumit baik sebelum dan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh para calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada, mulai dari
money politics, serangan fajar, pembagian sembako, dan bentuk kecurangan
lainnya hal ini bersasarkan laporan yang disampaikan oleh Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU). Tujuannya adalah untuk medapatkan hati masyarakat
sehingga memilihnya. Padahal belum tentu masyarakat yang diberikan uang
tersebut akan memilihnya. Persoalannya adalah secara tidak langsung itu
memberikan pembelajaran tentang praktik suap menyuap kepada masyarakat.

Persoalan selanjutnya adalah pasca pengumuan hasil pilkada oleh KPUD,
banyak pasangan calon kepala daerah tidak puas dengan hasil pilkada, tidak
menerima kekalahan, akibatnya terjadi konflik antar pendukung yang satu dengan
yang lainnya yang menyebabkan korban jiwa, belum lagi pengrusakan terhadap
fasilitas-fasilitas umum.

Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik,
dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai
kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus
berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon
kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik money politics bisa dihidari dan
diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi

pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan



81

dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai
antar sesama mahluk Tuhan.
B. SARAN-SARAN

Sebagai kajian ilmiah, karya ini masih memiliki celah seperti
dibentuknya panitia pemilih (Panlih) dalam Proses pemilihan kepala daerah
melalui DPRD, sehingga keterlibatan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada
ditiadakan. Apalagi proses politik Indonesia yang dinamis berkaitan dengan
masalah pemilihan kepala daerah. Proses pilkada merupakan bagian dari sistem
demokrasi. Sehingga persoalan-persoalan tentang pelaksanaan pemilihan kepala
daerah akan terus ada sesuai dengan perkembangan sosial-politik yang ada di
Indonesia.

Sehingga penelitian ini bukanlah akhir untuk menjawab persoalan-
persoalan yang ada saat ini tentang pelaksanaan pilkada. Penelitian ini merupakan
langkah awal untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai dinamika sosial-

politik pelaksanaan pilkada di Indonesia.
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Disertasinya sudah diterjemahkan dan diterbitkan dengan judul Perubahan Sosial
dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940.

Prof. Dr. Kuntowijoyo (1943-2005) dikenal sebagai seorang sejarawan,
budayawan, maupun sastrawan yang sangat produktif. la banyak menulis tentang
sejarah, sastra, budaya, maupun agama, juga cerpen, puisi dan novel, dan drama.
Bahkan Ia masih produktif menulis buku ketika dalam keadaan sakit selama
bertahun-tahun. Dalam keadaan sakitnya juga, yaitu ketidakmampuan bicara
akibat penyakit yang menyerang otaknya, Ia masih diundang untuk mengisi
seminar, dengan dibantu istrinya, Susilaningsih, yang membacakan makalah
ketika presentasi.

Sejak SMA Ia sudah banyak membaca karya sastra baik karya penulis
Indonesia maupun luar negeri seperti Karl May, Charles Dickens, dan Anton
Chekov. Pada 1964 ia menulis novel pertamanya yang berjudul Kereta Api yang
Berangkat Pagi Hari, yang kemudian dimuat sebagai cerita bersambung di harian
Djihad tahun 1966. Pada 1968, cerpennya yang berjudul Dilarang mencintai
Bunga-bunga memperoleh hadiah pertama dari majalah Sastra.

beliau banyak menghasilkan telaah-telaah kritis terhadap berbagai
masalah sosial, budaya, dan sejarah. Perhatian terhadap sejarah, sosial, dan
budaya terlihat dari buku-bukunya yang banyak beredar di masyarakat. Buku-
buku tersebut antara lain; Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (1985),
Budaya dan Masyarakat (1987), Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi
(1991), Demokrasi dan Budaya Birokrasi (1994), Identitas Politik Umat Islam
(1997), Pengantar Ilmu Sejarah (2001), Muslim Tanpa Masjid (2001), Selamat
Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas (2002), Radikalisasi Petani : Esai-Esai
Sejarah Kuntowijoyo (2000), Raja, Priyayi, dan Kawula : Surakarta 1900-1915
(2004), dan Penjelasan Sejarah (2008).

Semasa hidupnya, ia mengajar di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
(sebelumnya Fakultas Sastra) Universitas Gadjah Mada. Peraih gelar doktor dari
Universitas Colombia, dengan disertasi Social Change in an Agrarian Society :
Madura 1850-1940, ini banyak menerima penghargaan atas karya-karyanya di
bidang sastra. Karya sastra Kuntowijoyo antara lain terkumpul dalam buku Suluk
Awang-Uwung (kumpulan sajak, 1975), Makrifat Daun, Daun Makrifat
(kampulan sajak, 1995), Dilarang Mencintai Bunga-Bunga (kumpulan cerpen,
1992), Hampir Sebuah Subversi (kampulan cerpen, 1999), Kereta Api yang
Berangkat Pagi Hari (novel, 1996), Pasar (novel, mendapat hadiah Hari Buku
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1972), Khotbah di Atas Bukit (novel, 1976), Mantra Pejinak Ular (2000), dan
Wasripin dan Satinah (2003), Rumput-Rumput Danau Bento (drama, 1968), Tidak
Ada Waktu Bagi Nyonya Fatma, Barda, dan Cartas (drama, 1972), dan Topeng
Kayu (1973). Karyanya tersebar pula dalam berbagai antologi. Sebagai sastrawan
beliau banyak menerima penghargaan, antara lain Hadiah Seni dari Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta (1986), Penghargaan Penulisan Sastra Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk Buku Dilarang Mencintai Bunga-
Bunga (1994), Penghargaan Kebudayaan dari ICMI (1995), Cerpen Terbaik
Kompas (1995,1996, 1997, dan 2005), ASEAN Award on Culture (1997),
Satyalencana Kebudayaan RI (1997), Mizan Award (1998), Penghargaan
Kalyanakretya Utama untuk Teknologi Sastra dari Menristek (1999), dan Sea
Write Award dari Pemerintah Thailand (1999).

Sastrawan kelahiran Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943 ini adalah
alumni Universitas Gadjah Mada. Semasa mahasiswa, Kuntowijoyo mendirikan
Lembaga Kebudayaan dan Seniman Islam (Leksi) dan Studi Grup Mantika
(bersama Dawam Rahardjo, Sju’bah Asa, Chaerul Umam, Arifin C. Noer, Amri
Yahya, Ikranegara, dan Abdul Hadi W.M.). Kematangannya sebagai sastrawan
dan intelektual semakin terbukti dengan beberapa karya semasa dan setelah ia
menyelesaikan studi S-2 (University of Connecticut, 1974) dan S-3 (Columbia
University, 1980) di Amerika Serikat. Tidak banyak sastrawan Indonesia yang
sukses sebagai sastrawan sekaligus sebagai intelektual dan akademisi. Kualitas
dan produktivitas Kuntowijoyo menulis karya sastra sebanding dengan
kekuatannya menulis karya ilmiah dalam bidang sejarah atau pemikiran sosial
berbasis Islam. Baik dalam sastra (khususnya prosa) maupun dalam dunia
intelektual/akademisi, Kuntowijoyo menduduki posisi pentingdan terhormat. Dua
aktivitas itu dijalaninya dengan khusyuk, dengan perhatian dan penekanan yang
seimbang.

Kuntowijoyo wafat pada tanggal 22 Februari 2005 disebabkan penyakit
meningo enchepalitis yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Meskipun
menderita penyakit parah, beliau masih saja menulis beberapa buku yang baru
terbit setelah kepergiannya menghadap Illahi.
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota yang demokratis sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

b. bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota secara langsung selama ini masih diliputi dengan
berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi;

c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pemerintahan daerah perlu diperbarui
sesuai dengan dinamika sosial politik dan diatur dalam
undang-undang tersendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22D
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemilihan . . .
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Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara
demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta
pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau
sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya
anggota DPRD atau sebutan lainnya.

Gabungan Fraksi adalah kepanjangan dari partai-partai
politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di
DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana
berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.

Calon gubernur adalah peserta pemilihan yang
diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, dan/atau calon
perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Panlih
DPRD Provinsi.

Calon bupati dan calon walikota adalah peserta
pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi
dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau yang
didaftarkan di DPRD kabupaten/kota.

Panitia pemilihan di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya
disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan
keputusan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan
DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya dan
bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta
menyelenggarakan pemilihan.

Uji publik adalah uji kompetensi dan integritas yang
dilaksanakan oleh panitia uji publik yang bersifat
mandiri yang dibentuk oleh Panlih.

Pemilih untuk pemilihan gubernur adalah anggota
DPRD provinsi atau sebutan lainnya.

14. Pemilih . . .
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14. Pemilih untuk pemilihan bupati dan walikota adalah

anggota DPRD kabupaten/kota.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

16. Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan
asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

(1)

(2)

(1)

(1)

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara
demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan
adil.

Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD
kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas
bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Pasal 4

Pemilihan dilaksanakan setiap S (lima) tahun sekali
serentak secara nasional.

Calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota
berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses
uji publik.

Pasal 5

DPRD provinsi memberitahukan secara tertulis kepada
gubernur mengenai berakhirnya masa jabatan
gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan gubernur.

(2) DPRD . . .
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DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis
kepada bupati dan walikota mengenai berakhirnya
masa jabatan bupati dan walikota selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati
dan walikota.

Pasal 6

Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan
dan tahapan pelaksanaan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal
Pemilihan;

b. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur,
bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

c. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon
bupati, dan bakal calon walikota;

d. penelitian persyaratan administratif bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota; dan

e. uji publik.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penyampaian visi dan misi;

b. pemungutan dan penghitungan suara; dan

c. penetapan hasil pemilihan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota membentuk Panlih
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan rapat
paripurna.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8

Anggota Panlih terdiri atas wunsur-unsur fraksi
dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-
masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang.

Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi dan Ketua
dan para Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota karena
jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih
merangkap sebagai anggota.

Sekretaris DPRD provinsi dan Sekretaris DPRD
kabupaten/kota karena jabatannya adalah Sekretaris
Panlih, dan bukan merupakan anggota.

Apabila seorang anggota Panlih dicalonkan atau
mencalonkan diri menjadi calon gubernur, bupati, dan
walikota, yang bersangkutan harus mengundurkan diri
dari keanggotaan Panlih, dan keanggotaannya dalam
Panlih digantikan oleh anggota DPRD Provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dari fraksi dan gabungan fraksi
yang sama.

Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan
walikota.

Tugas Panlih berakhir setelah penetapan calon
gubernur, bupati, dan walikota terpilih oleh DPRD.

Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Panlih
diatur dalam Peraturan DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan,
Panlih mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun program, Kkegiatan, dan jadwal

pemilihan;

b. mengumumkan pendaftaran bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota;

c. melakukan pendaftaran bakal calon gubernur,
bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

d. meneliti . . .
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d. meneliti persyaratan administratif bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota;

e. melaksanakan uji publik; dan

melakukan pendaftaran calon gubernur, calon

bupati, dan calon walikota.

o

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari.

Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan,

Panlih mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;

b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan
suara; dan

c. menetapkan hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan
pemilihan selesai.

Pasal 10

Pengambilan keputusan Panlih bersifat kolektif
kolegial.

Dalam  melaksanakan tugasnya, Panlih wajib
menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi.

Dalam rangka menjamin transparansi dan
akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat
melakukan pengawasan.

Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam
penyelenggaraan Pemilihan, Panlih bekerja sama
dengan lembaga penegak hukum.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Panlih menyiapkan tata tertib pemilihan
yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah
terbentuknya Panlih.

(2) Peraturan . . .
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Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD provinsi,
kabupaten, dan kota.

Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling
lama 10 (sepuluh) hari.

Penyusunan tata tertib pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah
dikonsultasikan kepada Menteri untuk tata tertib
pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata
tertib pemilihan bupati dan walikota.

BAB IV
PESERTA PEMILIHAN DAN PERSYARATAN CALON

Pasal 12

Peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau
gabungan fraksi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dan/atau calon perseorangan.

Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
yang diusulkan sebagai calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 13

Warga negara Republik Indonesia yang dapat
ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;

d. telah mengikuti uji publik;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun
untuk calon bupati dan calon walikota;

f. mampu . . .
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mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara di
atas 5 (lima) tahun.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

memiliki laporan pajak pribadi;

belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati,
dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama;

berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati,
dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
tidak berstatus sebagai penjabat gubernur,
penjabat bupati, dan penjabat walikota;

tidak memiliki konflik kepentingan dengan
petahana.

memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur,
bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD,
atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;
mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan
PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur,
bupati, dan walikota.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat

calon . ..
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calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o,
huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t,
dan huruf u;

fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c;

surat keterangan telah mengikuti wuji publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  (KTP-El) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK);

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan
secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa
yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f;

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di atas S (lima) tahun dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h;

surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j;

surat  keterangan  tidak sedang  memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan
negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya . . .
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hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k;

j- surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf I,

k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon, tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa
S (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m;

l. daftar riwayat hidup calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan
Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung;

m. pas foto terbaru calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota; dan

n. naskah visi dan misi calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota.

Pasal 14

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima
persen);

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan
6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen);

d. Provinsi . . .
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d. Provinsi dengan jumlah penduduk Ilebih dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tersebar
di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
calon bupati dan calon walikota apabila memenuhi
syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam
koma lima persen);

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen);

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang
disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik (KTP-El) atau surat keterangan tanda
penduduk sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan kepada satu calon perseorangan.

BABV . ..
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BAB V
PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 15

Panlih DPRD  provinsi mengumumkan masa
pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga
negara yang berminat menjadi bakal calon gubernur,
baik  yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, dan/atau perseorangan
wajib mengikuti uji publik.

Panlih DPRD kabupaten/kota mengumumkan masa
pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon
walikota bagi warga negara yang berminat menjadi
bakal calon bupati dan bakal calon walikota, baik yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,
dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati,
dan bakal calon walikota ke Panlih DPRD provinsi
dan Panlih DPRD kabupaten/kota dilaksanakan
1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.

BAB VI
UJI PUBLIK

Pasal 16

Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib
mengikuti uji publik.

Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat
mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota untuk mengikuti uji publik.

Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh panitia uji publik yang bersifat
mandiri yang dibentuk oleh Panlih DPRD provinsi
dan/atau Panlih DPRD kabupaten/kota.

4. Panitia . . .
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Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga)
orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh
masyarakat.

Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat
1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.

Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal
calon walikota yang telah mengikuti wuji publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat
keterangan dari panitia uji publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Panitia uji publik mengumumkan para bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota kepada masyarakat.

Hasil uji publik disampaikan kepada fraksi DPRD dan
gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Hasil uji publik calon perseorangan diserahkan ke
Panlih.

BAB VII
PENDAFTARAN CALON GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA

Pasal 17

Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, bupati,
dan walikota.

Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan selama
3 (tiga) hari.

(3) Fraksi . . .
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Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon apabila
memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD
di daerah yang bersangkutan.

Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota hanya dapat mengusulkan satu calon
gubernur, satu calon bupati, dan satu calon walikota.

Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota pada saat mendaftarkan calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota kepada
Panlih Provinsi dan Panlih kabupaten/kota wajib
menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh
pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi;

b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota wajib menyerahkan:

a. Dokumen syarat dukungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;

b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

(7) Pendaftaran . . .
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Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari setelah
1 (satu) hari pengumuman pendaftaran calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan
gabungan fraksi dilarang menerima imbalan dalam
bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur,
bupati, dan walikota.

Setiap partai politik, gabungan partai politik, fraksi,
dan gabungan fraksi yang terbukti menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda
sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang
diterima dan tidak dapat mengusung calon gubernur,
bupati, dan walikota pada periode berikutnya di daerah
yang sama.

Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan
gabungan fraksi yang menerima imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan
kepada Panlih dan/atau anggota DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dalam bentuk apa pun pada
proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota terbukti memberi imbalan pada proses
pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon
tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam hal calon gubernur terpilih, calon bupati
terpilih, dan calon walikota terpilih terbukti memberi
imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati,
dan walikota, calon tersebut dibatalkan
keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 . ..
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Pasal 19

Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota meneliti kelengkapan persyaratan
administrasi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota serta melakukan klarifikasi kepada instansi
yang berwenang dan menerima masukan dari
masyarakat terhadap persyaratan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.

Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah
penutupan pendaftaran calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota.

Untuk calon  perseorangan, selain penelitian
persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi
faktual terhadap syarat dukungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

Penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberitahukan secara tertulis kepada fraksi, gabungan
fraksi, dan calon perseorangan 3 (tiga) hari setelah
penelitian selesai.

Apabila calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dari fraksi, gabungan fraksi dan calon
perseorangan belum memenuhi syarat, fraksi,
gabungan fraksi, dan calon perseorangan diberi
kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
surat pencalonan beserta persyaratan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota paling lama 3 (tiga)
hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota.

Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota yang diajukan fraksi dan gabungan fraksi
berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai
dengan penelitian kelengkapan persyaratan, fraksi dan
gabungan fraksi diberi kesempatan untuk mengajukan
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat

pemberitahuan . . .
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pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh
Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota.

Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dari calon perseorangan berhalangan tetap
pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian
kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota melakukan
penelitian wulang tentang kelengkapan dan/atau
perbaikan persyaratan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil
penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari
sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana
dimaksud ayat (5) kepada pimpinan fraksi dan
gabungan fraksi yang mengusulkan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.

Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi
syarat dan ditolak oleh Panlih provinsi dan Panlih
kabupaten/kota, fraksi dan gabungan  fraksi
mengajukan kembali calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota pengganti yang baru.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian
persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihan.

BAB VIII

PENETAPAN CALON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

(1)

Pasal 20

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota menetapkan calon dalam Berita Acara
Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota.

(2) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panlih DPRD provinsi dan
Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan paling sedikit
2 (dua) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
dengan Keputusan Panlih DPRD provinsi dan/atau
Keputusan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat
1 (satu) hari setelah penetapan.

Pasal 21

Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang
telah ditetapkan oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota dilaksanakan Panlih DPRD Provinsi
dan Panlih DPRD kabupaten/kota yang disaksikan
oleh fraksi dan gabungan fraksi serta calon
perseorangan.

Nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panlih
DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota
dalam pengadaan surat suara.

Pasal 22

Fraksi dan gabungan fraksi dilarang menarik calonnya
dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD
Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD
Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23

Nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
yang telah ditetapkan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, dilaporkan kepada DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota  disertai kelengkapan dokumen
pencalonan.

Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota menyelenggarakan penyampaian visi
dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dalam rapat paripurna istimewa.

BAB IX
PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

Pasal 24

Penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi
dan misi adalah Panlih.

Penyampaian visi dan misi setiap calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota dilakukan dalam
Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota yang bersifat terbuka untuk umum.

Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan
anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Panlih menunjuk panelis yang berasal
dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog
anggota DPRD.

Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi
ditetapkan oleh Panlih.

(8) Penyampaian . . .
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Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara
yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga
penyiaran publik.

Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama
kepada setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota.

Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota menerima nama-nama
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari
Panlih.

Pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian visi dan
misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 25

Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan
nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, fraksi dan
gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap
dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
berhalangan tetap.

Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang berasal dari perseorangan
berhalangan tetap sejak penetapan nama calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai
dimulainya penyampaian visi dan misi, calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, dinyatakan
gugur.

(3) Panlih . . .
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Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan
administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal pendaftaran.

Dalam hal salah seorang dari calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak
penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sampai sebelum dimulainya penyampaian visi
dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota, sehingga jumlah calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua), Panlih
DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota
membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota paling lambat 10 (sepuluh)
hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota berhalangan tetap.

Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
menghilangkan hak calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota yang sudah memenuhi syarat.

Dalam hal terjadi salah satu calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada
saat dimulainya penyampaian visi dan misi gubernur,
bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara
dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan
pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang
berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan
gugur.

Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya
penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota sampai hari pemungutan
suara, calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota kurang dari 2 (dua) calon, tahapan
pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima
belas) hari.

Calon  perseorangan yang  berhalangan  tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan
gugur.

(9) Panlih . . .
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Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama
7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

Fraksi dan/atau gabungan fraksi yang calonnya
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) mengusulkan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota pengganti.

Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan
administratif usulan calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota pengganti.

Pengaturan lebih lanjut tentang penggantian calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur
dalam tata tertib DPRD.

BAB X

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, DAN

(1)

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 26

Panlih menyusun kebutuhan perlengkapan
pemungutan suara.

Sekretaris DPRD Provinsi dan sekretaris DPRD
kabupaten/kota bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan
tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

Pemungutan suara, penghitungan suara, dan
penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi
dan DPRD kabupaten/kota.

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah
penyampaian visi dan misi.

Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan
suara, penghitungan suara dan penetapan hasil
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

Pasal 29

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten /kota.

Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota
DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling
lama 1 (satu) jam.

Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat
Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum
juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling
lama 3 (tiga) hari.

Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat
dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan
dengan difasilitasi oleh Menteri.

Tata cara pelaksanaan fasilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 30 . ..
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Pasal 30

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap
fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang
anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak
sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan
fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.

Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon
perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk
bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon
perseorangan.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Dbertugas untuk mengawasi jalannya
pemungutan suara dan penghitungan suara.

Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan
menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berhalangan.

Pasal 31

Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya
kepada 1 (satu) calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota.

Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara berdiri.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 32

Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah
pemungutan suara dinyatakan selesai.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan
suara.

(3) Calon . . .
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Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap
jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima
Panlih, seketika itu juga mengadakan pembetulan
penghitungan suara.

Bagian Ketiga
Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 33

Berdasarkan penghitungan suara, Panlih menetapkan
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
terpilih yang memperoleh suara terbanyak.

Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah
suara yang sama, untuk menentukan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota terpilih dilakukan
pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam
sejak hasil penghitungan suara putaran pertama
diumumkan.

Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara
yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara
ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil
penghitungan suara putaran kedua diumumkan.

Dalam hal masih terdapat perolehan sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang
ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara
hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota
DPRD yang memilih.

Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir.

(6) Apabila . . .
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Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya
alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak
mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.

Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penetapan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota terpilih dituangkan
dalam Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten /kota.

Berita acara dan/atau Keputusan DPRD Provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada Menteri
untuk pemilihan gubernur dan kepada gubernur
untuk pemilihan bupati dan walikota.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses
Pemilihan, penyelesaianya ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XI
PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 34

Pengesahan calon gubernur diusulkan dengan surat
pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui
Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
DPRD provinsi tentang penetapan calon gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pengesahan calon bupati, dan calon walikota
diusulkan dengan surat pimpinan DPRD
kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur
paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD
kabupaten/kota tentang penetapan calon bupati dan
calon walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif
seluruh tahapan dalam pemilihan.

Menteri meneruskan usulan pengesahan calon
gubernur terpilih kepada Presiden paling lama 3 (tiga)
hari setelah menerima usulan dari DPRD Provinsi.

(5) Gubernur . . .
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Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon
bupati dan walikota terpilih kepada Menteri paling
lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD
kabupaten/kota.

Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD
provinsi tidak menyampaikan wusulan pengesahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
menindaklanjuti  pengesahan  gubernur  kepada
Presiden berdasarkan pada berita acara dan/atau
keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33.

Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau pimpinan DPRD
kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
gubernur menindaklanjuti pengesahan bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri
berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33.

Pasal 35

Presiden mengesahkan gubernur terpilih dengan
Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1).

Menteri mengesahkan bupati dan walikota terpilih
dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
dan pengesahan pengangkatan gubernur, bupati, dan
walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PELANTIKAN
Pasal 36

Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik
dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh
pejabat yang melantik.

(2) Sumpah . . .
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Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta
berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

Bupati dan walikota sebelum memangku jabatannya
dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh pejabat yang melantik.

Sumpah/janji bupati dan walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan walikota
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa,
dan bangsa."

Calon gubernur, bupati, dan walikota menandatangani
pakta  integritas sesaat setelah pengucapan
sumpah /janji.

Pasal 37

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
satu kali masa jabatan.

Bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 38 . ..
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Pasal 38
(1) Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.

(2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur
dilakukan oleh Wakil Presiden.

(3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan
gubernur dilakukan oleh Menteri.

Pasal 39

(1) Bupati dan walikota dilantik oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di ibu kota provinsi yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati
dan walikota dilakukan oleh wakil gubernur.

(3) Dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur tidak
dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih
kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati,
dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 41

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X1V
PERIODISASI PEMILIHAN SERENTAK
Pasal 42

(1) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di
hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.

(2) Pemilihan . . .
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Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan
tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama
pada tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur,
bupati, dan/atau walikota sampai dengan
tahun 2020.

Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di
hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati,
dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun
2016 dan tahun 2017, diangkat penjabat gubernur,
penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan
terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang
definitif pada tahun 2018.

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati,
dan walikota yang berakhir masa jabatan pada
tahun 2019, diangkat penjabat gubernur, penjabat
bupati, dan penjabat walikota sampai dengan
terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang
definitif pada tahun 2020.

Pasal 43

Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada
tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan
tahun 2020, masa jabatan tersebut tidak dihitung satu
periode.

Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada
tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan
tahun 2020, diberikan hak pensiun sebagai mantan
gubernur, mantan bupati, dan mantan walikota satu
periode.

Daerah yang gubernur, bupati, dan walikota berakhir
masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017, dan
tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan
tidak terselesaikannya tahapan Pemilihan pada
desember tahun 2018, untuk mengisi kekosongan
jabatan gubernur, bupati, dan walikota akan ditunjuk
penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat
walikota sampai dengan tahun 2020.

(4) Gubernur . . .
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Gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa
jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya
kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan
Pemilihan serentak, diberikan kompensasi uang
sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

BAB XV

PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN

WAKIL WALIKOTA

Pasal 44

Gubernur, bupati, dan walikota dibantu oleh wakil
gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
menjalankan fungsi administratif.

Fungsi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 45

Jumlah wakil gubernur berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki
wakil gubernur;

b. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan
3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) wakil
gubernur;

c. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000
(sepuluh juta) juta jiwa dapat memiliki 2 (dua)
wakil gubernur;

d. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki
3 (tiga) wakil gubernur.

(2) Jumlah . ..
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Jumlah wakil bupati/wakil walikota berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa tidak memiliki
wakil bupati/walikota;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas
100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki
1 (satu) wakil bupati/walikota;

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat
memiliki 2 (dua) wakil bupati/walikota.

Pasal 46

Warga negara Republik Indonesia yang dapat
ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati,
dan wakil walikota adalah yang memenuhi
persayaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;

c. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;

d. mempunyai kecakapan dan pengalaman
pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;

e. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) dengan golongan kepangkatan
sekurang-kurangnya IV/c wuntuk calon wakil
gubernur, dan golongan kepangkatan sekurang-
kurangnya IV/b untuk calon wakil bupati /wakil
walikota dan pernah atau sedang menduduki
jabatan eselon II/a untuk calon wakil gubernur
dan eselon II/b untuk calon wakil bupati dan
calon wakil walikota;

f.  berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
calon wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima)
tahun untuk calon wakil bupati/walikota;

g. mampu . . .
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mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter Daerah;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara
di atas 5 (lima) tahun.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan
bersedia untuk diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
laporan pajak pribadi;

tidak memiliki konflik kepentingan dengan
gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki
ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu)
tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping
dengan gubernur, bupati, dan walikota;

calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin = berat sesuai dengan = peraturan
perundang-undangan mengenai kepegawaian;
calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) menyerahkan surat pernyataan
mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS)
sejak pendaftaran; dan

menyerahkan daftar riwayat hidup.

(2) Dokumen . . .
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Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a.

surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, dan huruf p;

fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik  (KTP-El) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK);

fotokopi SK pangkat terakhir dan SK jabatan
terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang
berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan
secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa
yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g;

surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h;

surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i;

h. surat . ..
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surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j;

surat  keterangan tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k;

surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf l;

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa
S (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai  bukti pemenuhan = syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
dan

daftar riwayat hidup yang dibuat dan
ditandatangani oleh calon wakil gubernur, calon
wakil bupati, dan calon wakil walikota, termasuk
di dalamnya memuat kecakapan dan pengalaman
pekerjaan di bidang pelayanan publik.

Pasal 47

Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah pelantikan gubernur, bupati, dan
walikota.

(2) Masa . . .
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Masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan
wakil walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan
gubernur, bupati, dan walikota.

Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pasal 48

Wakil gubernur diangkat oleh  Presiden
berdasarkan usulan gubernur melalui Menteri.

Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh
Menteri berdasarkan usulan bupati/walikota
melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari
setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.

Gubernur, bupati, dan walikota wajib
mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil
bupati, dan calon wakil walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan
wakil  walikota diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 49
Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.

Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil
walikota dilantik oleh walikota.

Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), wakil gubernur dilantik
oleh Menteri dan wakil bupati dan wakil walikota
dilantik oleh gubernur.

Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak
dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh
Menteri.

Pasal 50 . ..
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Pasal 50

Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota
berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati,
dan  wakil walikota tidak  serta merta
menggantikan gubernur, bupati, dan walikota.

Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
menjalankan tugas sehari-hari gubernur, bupati,
dan walikota sebagai pelaksana tugas harian
sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan
walikota.

Pasal 51

Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa
masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas)
bulan, Presiden menetapkan penjabat gubernur
atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya
masa jabatan gubernur.

Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan
belas) bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh
DPRD provinsi.

Gubernur hasil pemilihan oleh DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan
sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau
yang diberhentikan.

Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau
gabungan fraksi yang mengusung gubernur yang
berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan
2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD
provinsi untuk dipilih.

Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari
perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang
memiliki kursi di DPRD provinsi paling kurang

20% . ..
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20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau
memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang
calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk
dipilih.

Presiden mengesahkan pengangkatan calon
gubernur terpilih sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).

Pasal 52

Apabila bupati/walikota berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan
belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat
bupati/walikota sampai dengan berakhirnya masa
jabatan bupati/walikota atas usul Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.

Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota
berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari
18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan
bupati/walikota melalui DPRD kabupaten/kota.

Bupati/walikota hasil pemilihan oleh DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan
sisa masa jabatan bupati/walikota yang berhenti
atau yang diberhentikan.

Apabila bupati/walikota berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung
bupati/walikota yang berhenti atau yang
diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon
bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota
untuk dipilih.

(5) Apabila . . .
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Apabila bupati/walikota berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan
fraksi yang  memiliki kursi di = DPRD
kabupaten/kota paling kurang 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara
sah  mengusulkan 2 (dua) orang calon
bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota
untuk dipilih.

Menteri mengesahkan pengangkatan calon
bupati/walikota  terpilih sesuai  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

Pasal 53

Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota berhenti atau diberhentikan, dapat
dilakukan pengisian wakil gubernur, wakil bupati,
dan wakil walikota paling lama 1 (satu) bulan
setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.

Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, gubernur mengusulkan
calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan
kepada Presiden melalui Menteri dan
bupati/walikota  mengusulkan calon  wakil
bupati/wakil walikota yang memenuhi
persyaratan kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI . ..
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau
diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk Pemilihan, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang
lain kehilangan hak pilihnya, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat
yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini
diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan
dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang
lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak
dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

(1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan
hukum menghilangkan hak seseorang menjadi
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota,
diancam dengan pidana penjara paling singkat
36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan
sengaja secara melawan hukum menghilangkan
hak  seseorang menjadi calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat
puluh delapan) bulan dan ©paling lama
96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda
paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) dan ©paling banyak
Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta
rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui
bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan,
menggunakannya, atau menyuruh orang lain
menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait
dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-
Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga
puluh enam) bulan dan denda paling sedikit
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

Pasal 60 . ..
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Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat
palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang
suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk
menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar atau menggunakan
identitas diri palsu untuk mendukung bakal calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

Pasal 62

(1) Setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri
setelah penetapan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sampai dengan pelaksanaan
Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda
paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Fraksi . ..
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(2) Fraksi atau gabungan fraksi yang dengan sengaja
menarik calonnya dan/atau calon yang telah
ditetapkan oleh Panlih DPRD provinsi dan
Panlih DPRD kabupaten/kota sampai dengan
pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana
penjara  paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh)

bulan dan denda paling sedikit
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) dan paling banyak

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63

Dalam hal Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota tidak menetapkan perolehan hasil
Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam
puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau
diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk
pengisian data calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota diancam dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan
denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 65 . ..
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Pasal 65

Pimpinan DPRD Provinsi dan pimpinan DPRD
kabupaten/kota yang tidak mengusulkan pengesahan
pengangkatan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang
tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan
Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati,
dan walikota yang diangkat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil
bupati, dan wakil walikota ~menggantikan
gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan
berakhir masa jabatannya.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal terjadi kekosongan wakil gubernur,
wakil bupati, dan wakil walikota yang diangkat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
mekanisme pengisiannya dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pelaksanaan pemilihan serentak secara mnasional
berdasarkan Undang-Undang ini untuk pertama kali
dimulai pada tahun 2020.

Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua
ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban
penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asistarpiisnuti Perundang-undangan

Kesejahteraan Rakyat,

Setiawan
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah. Makna dari “dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah”
dalam hal ini ialah bahwa pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah
pusat sebagai bagian yang integral di dalam satu struktur hierarkis
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan
amanat konstitusi tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, sebagai landasan bagi pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan secara demokratis
diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di
provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan . ..
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Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara
langsung dan satu paket, sejauh ini menggambarkan fakta empiris
bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan
calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti Pemilihan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota secara langsung sangat besar juga berpotensi pada peningkatan
korupsi, penurunan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,
peningkatan eskalasi konflik serta penurunan partisipasi pemilih.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur Pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui
lembaga perwakilan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menempatkan mekanisme
Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dan
menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif
dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi. Oleh karena itu,
diperlukan satu undang-undang tersendiri yang secara komprehensif
mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka
menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan
walikota.

Agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan walikota yang memiliki
kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur
akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administratif
juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui uji publik yang
dilakukan oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU
provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota, lembaga penegak hukum diantaranya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian
berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan pada
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam memilih gubernur,
bupati, dan walikota.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan
hukum nasional, pengaturan penyelesaian pelanggaran dan sengketa
Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum sesuai
peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketentuan persyaratan administratif calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota berlaku mutatis
mutandis terhadap persyaratan administratif bakal
calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7 ...
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Peraturan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang
dibentuk merupakan peraturan tata tertib pemilihan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” adalah
KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 . ..
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Hurufq. ..
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Huruf q

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan
dengan petahana” adalah tidak memiliki ikatan perkawinan
dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali masa
jabatan.

Huruf r

Cukup jelas.
Huruf s

Cukup jelas.
Huruf t

Cukup jelas.
Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Dalam hal calon belum memiliki KTP-El/hilang, dapat
melampirkan surat keterangan yang memuat data diri dari
kepala desa atau sebutan lain/lurah yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal calon.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.

Hurufk. ..
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Cukup jelas.

Huruf'l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengorganisasian penyampaian visi dan misi dilakukan oleh
Panlih.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka untuk umum”
adalah rapat paripurna istimewa yang dihadiri oleh para

undangan yang berada di ruangan serta masyarakat umum
yang menyaksikan di luar ruangan melalui layar lebar.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” dalam
ketentuan ini adalah meninggal dunia atau menderita sakit
yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara
normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)

Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan
setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam
Negeri dan Peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata
Tertib DPRD ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan
kepada Gubernur.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal anggota DPRD tidak dapat memberikan suaranya

dengan cara berdiri karena keterbatasan fisik, maka dapat
dilakukan dengan mengacungkan tangan.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menyaksikan secara jelas

penghitungan suara” adalah saksi menyaksikan secara
transparan dan langsung di tempat penghitungan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 . ..
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota

provinsi dan serah terima jabatan bupati/walikota dilakukan
di ibu kota kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 ...
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Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan
dengan petahana” adalah tidak memiliki ikatan perkawinan
dengan petahana atau telah melewati jeda 1 (satu) kali
masa jabatan.

Hurufo. ..
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Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berakhir bersamaan dengan masa
jabatan gubernur, bupati, dan walikota” adalah masa
jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan gubernur,
bupati, dan walikota.

Jika gubernur, bupati, dan walikota berhenti atau
diberhentikan atau berhalangan tetap sebelum masa
jabatannya berakhir, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota tetap menjabat sampai dengan akhir periode masa
jabatan gubernur, bupati, dan walikota atau sampai
diterbitkannya keputusan lebih lanjut terkait penetapan

wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
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Pasal 63 . ..



&

Y1)

&

&

%

i/
Ay, L
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5586



Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Agama

Jenis Kelamin
Alamat

CP
Ayah
Ibu
Saudara

CURRICULUM VITAE

Muh. Rizal Hamdi

Tanak Embang, 04 Juli 1993

Islam

Laki-Laki

Tanak Embang Daye, Desa Selebung, Kecamatan
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB
087839296904

Ripa’am

Hidayah

Ahmad Suyudi

Riwayat Pendidikan Formal

b S

SDN Tanak Embang, Batukliang, Loteng, NTB, Lulus 2005
SMPN 1 Batukliang Utara, Loteng NTB, Lulus 2008

MA Uswatun Hasanah Cempaka Putih, Loteng, NTB, lulus 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-sekarang
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